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S!DEN
INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran
yang penting dan strategis dalam mewujudkan
sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan
berdaya saing;

b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan
melibatkan berbagai kementerian dan lembaga
sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas
sektor;

c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017
tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan
kebutuhan pembangunan kepemudaan sehingga
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal

31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO9 tentang
Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
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Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5067);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI

STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang

memasuki periode penting pertumbuhan dan
perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai

30 (tiga puluh) tahun.

2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan

dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter,
kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi
penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang

dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai

dengan kewenangannya.
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Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang

selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan

adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program

serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna
mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju,
berkualitas, dan berdaya saing.
Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang

selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan

adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/ atau
kabupaten/ kota berisi program serta kegiatan di
bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya

Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Pemuda.

Pasal 2

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:
a. efektivitaspelayananKepemudaan;
b. sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan

Kepemudaan; dan
c. kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

5

6

7

8

BABII ...
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BAB II

BENTUK KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 3

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dapat meliputi:
a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran,

pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan,
kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;

b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan
Pemuda; dan

c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran,
kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasa-l 4

Program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran,
pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan,
kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan
dalam bentuk:
a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui

pendidikan;
b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan

agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan
kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi,
kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;

c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda
yang murah dan berkualitas sampai dengan di
pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan
tertinggal;

d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
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e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
f. peningkatan partisipasi Pemuda

pengembangan kepeloporan; dan
g. peningkatan partisipasi Pemuda

pengembangan kepemimpinan.

dalam

dalam

Pasal 5

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat
dilaksanakan dalam bentuk:
a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui

penyelenggaraan penelitian dan pendampingan
kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;

b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan,
perundungan, narkotika, psikotropika, dan zal adiktif
lainnya; dan

c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian
Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks

bebas, tuman immunodeficiencg uirus/aquired
immunodeficiencg sgndrome, pornografi dan
pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia,
ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial,
dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen
dan rasa kebangsaan.

Pasal 6

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran,
kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat
dilaksanakan dalam bentuk:
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a. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap

pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas,
prostitusi, lwman immunodeficiency uirusl acquired
immunodeficiencg sgndrome, dan perdagangan
manusia;

b. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman
penurunan kualitas moral dan konflik sosial;

c. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap ancaman
pengangguran dan kemiskinan;

d. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap perilaku
kekerasan baik fisik maupun mental;

e. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya;

f. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap hal yang
bertentangan dengan ideologi Pancasila dan
pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender,

dan antar golongan untuk menjaga persatuan
kesatuan bangsa;

g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini
melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada
generasi muda; dan

h. pelindungan Pemuda terkait dampak negatif
perkembangan teknologi informasi.

BAB III
STRATEGI DAN PELAKSANAAN

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Pusat melakukan
strategi sebagai berikut:
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a meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta
pemantauan dan evaluasi terhadap program dan
kegiatan pelayanan Kepemudaan antar
kementerian/ lembaga;
meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan
kegiatan pelayanan Kepemudaan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam
penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan sesuai
dengan kewenangannya; dan/ atau
membangun komunikasi dan kemitraan antar
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan
organisasi Kepemudaan.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada

RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2L-2O24.
(21 RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan rencana pembangunan jangka
menengah nasional.

(3) RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
b. domain indeks pembangunan Pemuda, bentuk

koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian
output;

c. indikator;
d. baseline;
e. target; dan
f. kementerian/lembagapelaksana.
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(41 RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(5) Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima)

tahun berikutnya mengacu pada RAN Pelayanan

Kepemudaan 5 (lima) tahun berikutnya yang disusun
berdasarkan rencana pembangunan jangka

menengah nasional.

(6) Ketentuan mengenai RAN Pelayanan Kepemudaan

untuk 5 (tima) tahun berikutnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan

Presiden.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota dilaksanakan
mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun
202r-2024.

(21 RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada

RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2O2l-2O24 dan

rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan

Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai dengan

kewenangannya.
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(4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk
daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun
berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan

Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
(5) RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk
5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah.

(6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan
untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) diatur Dengan Peraturan
Gubernur dan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai

dengan kewenangannya.
(71 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk
daerah provinsi dan kabupaten/ kota dikoordinasikan
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

BAB IV
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan dibentuk tim koordinasi
penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(2)Tim. . .
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(21 Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. tim koordinasi nasional penyelenggaraan

pelayanan Kepemudaan;

b. tim koordinasi provinsi penyelenggaraan

pelayanan Kepemudaan; dan

c. tim koordinasi kabupaten/kotapenyelenggaraan
pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 11

(1) Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

huruf a merupakan tim yang dibentuk untuk
mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi

pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

(21 Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. tim pengarah; dan

b. tim pelaksana.

Pasal 12

Susunan keanggotaan tim pengarah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. ketua : Wakil Presiden;

b. sekretaris : Menteri;
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: 1. menteri yang menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang politik,
hukum, dan keamanan;

2. menteri yang menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan kementerian

dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang
perekonomian;

3. menteri yang menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian

dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan; dan

4. menteri yang menyelenggarakan

koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian

dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang

kemaritiman dan investasi.

Pasal 13

Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b terdiri atas: ,

a. ketua : Menteri;

b. anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dalam

negeri;

2.menteri...
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2. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
pertahanan;

3. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
agama;

4. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
hukum dan hak asasi manusia;

5. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara;

6. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
pendidikan, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi;

7. menteri yang menyelenggarakan

urLrsan pemerintahan di bidang
kesehatan;

8. menteri yang menyelenggarakan

urLlsan pemerintahan di bidang
sosial;

9. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan;

10. menteri- yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
perindustrian;

11. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
transportasi;

12. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika;

13.menteri...
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13. menteri yang meyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
pertanian;

14. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan;

15. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan;

16. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
pembangunan desa dan perdesaan,
pemberdayaan masyarakat desa,

pembangunan daerah tertinggal,
dan transmigrasi;

17. menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang
perencanaan pembangunan

nasional;
18. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
koperasi dan usaha kecil dan
menengah;

19. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
kepariwisataan dan tugas
pemerintahan di bidang ekonomi
kreatif;

20. menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang
pemberdayaan perempuan dan
tugas pemerintahan di bidang
perlindungan anak;

21. kepala. . .
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2L. kepala lembaga yang

melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan
inovasi yang terintegrasi;

22. kepala lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang perpustakaan;

23. kepala lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang kegiatan statistik;

24. kepala lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan keluarga
berencana;

25. kepala lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pencegahan,
pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, dan
prekursor narkotika;

26. kepala lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan

di bidang penanggulangan
terorisme; dan

27. kepala lembaga yang
melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pembinaan ideologi
Pancasila.
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Bagian Ketiga
T\rgas

Pasal 14

Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan
pertimbangan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan
Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan
Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 15

Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, integrasi, dan

sinergi pelaksanaan program dan kegiatan Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan;
b. menindaklanjuti arahan, saran, dan pertimbangan

dari tim pengarah; dan

c. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada

Presiden melalui ketua tim pengarah.

Pasal 16

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15, tim pelaksana dibantu
sekretariat yang secara ex-officio dilaksanakan oleh

unit kerja yang membidangi kemitraan Kepemudaan

di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.

(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan

administrasi kepada tim pelaksana.
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(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri selaku ketua

tim pelaksana.

Pasal 17

(1) Dalam hal diperlukan untuk membantu kelancaran

pelaksanaan tugas tim pelaksana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 dapat dibentuk kelompok

kerja.

(21 Keanggotaan dan tugas kelompok kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri selaku ketua tim pelaksana.

Bagian Keempat

Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 18

(1) Tim koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (21 huruf b merupakan tim yang

dibentuk untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah

provinsi.

(21 Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi,

serta personalia tim koordinasi provinsi

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

gu.bernur.
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Bagian Kelima

Tim Koordinasi Kabupaten/ Kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 19

(1) Tim koordinasi kabupaten/kota penyelenggaraan
pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan tim yang

dibentuk untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah
kabupaten/kota.

(2) Pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta personalia tim koordinasi kabupaten/ kota
penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
bupati/wali kota.

BAB V
MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 20

(1) Hubungan kerja internal tim koordinasi nasional
penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan bersifat
koordinatif dan konsultatif dalam rangka
sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan
dan program masing-masing kementerian/lembaga
dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

(21 Hubungan kerja antara tim koordinasi nasional
penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, tim
koordinasi provinsi penyelenggaraan pelayanan
kepemudaan, dan tim koordinasi kabupaten/kota
penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bersifat
koordinatif dan konsultatif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 ...

SK No 081376 A
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Pasal 2 1

Tim koordinasi nasional penyelenggaraan pelayanan
Kepemudaan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 22

(1) Gubernur sebagai penanggung jawab Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan di daerah provinsi melaporkan hasil
pelaksanaan tugas tim koordinasi provinsi
penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan kepada

ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.
(21 Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi provinsi

penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

gubemur.

Pasal 23

(1) Bupati/wali kota sebagai penanggung jawab

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota
melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim koordinasi

kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan kepada gubernur paling sedikit 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) tahun.
(21 Mekanisme dan tata kerja tim koordinasi

kabupaten/kota penyelenggaraan pelayanan

Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
ditetapkan oleh bupati/ wali kota.

SK No 081377 A
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BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 melakukan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai
kewenangannya.

(21 Pemantauan pelaksanaan RAN Pelayanan
Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

(3) Evaluasi pelaksanaan RAN Pelayanan Kepemudaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Menteri selaku ketua tim pelaksana melaporkan
hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada
Presiden melalui ketua tim pengarah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) dapat dijadikan
pertimbangan dalam melalukan perubahan RAN

Pelayanan Kepemudaan.
(6) Hasil perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan dan pembangunan nasional

SK No 081378 A
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Pasal 25

(1) Gubemur dan bupati/wali kota melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD

Pelayanan Kepemudaan sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan
Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.

(3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(4) Gubernur selaku penanggung jawab pelaksanaan
RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) kepada ketua tim
pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Bupati/wali kota selaku penanggung jawab
pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan
melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 26

(1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaarr bersumber
dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

SK No 081379 A
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b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

dan/ atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja negera dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan memperhatikan
kemampuan keuangan negara dan keuangan
daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

PasaT 27

Tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan
yang telah dibentuk sebelum Peraturan Presiden ini mulai
berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai dengan
dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan
Presiden ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Penyesuaian tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan
Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
Peraturan Presiden ini mulai berlaku.

SK No 081380A
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Pasal 29

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 66

Tahun 2OLT tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 163), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar

SK No 081381A
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggai 78 Maret 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIA'I' NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan darr

strasi Hukum,

,KI

ttd

*

t

SK No 031660A
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR

PEI\TYELENGGARAAN PEL\YANAN KEPEMUDAAN

RENCANA AKSI NASIONAL PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2O2I-2O24

l m
, , ir-rdEgi r'lL

lT.IrTd ITETIII'TETdI wtl 7T-rn VII'YI

t1) QI (3) t4l (s) t6)
A. PROGRAM

SINERGIS AMAR
SEKTOR DALAM
HAL PENYADARAN
PEMBERDAYAAN
SERTA
PENGEMBANGAN

Domain Pendidikan
1. Rata-rata lama sekolah Pemuda;
2. Angka partisipasi kasar sekolah menengall

Pemuda; dan
3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi.

Rata-rata lama sekolah
penduduk usia 15 (!ima
belas) tahun keatas (tahun)

4,75 8,85 8,95 s o6 9,16

Angka partisipasi kasar
Sekolah Menengah Pertama
(SMP)/ Madrasah
Tsanawivah lMTsl/Sekolah

92,46 94,34 96,23 98,r 1 100,00

SK No 003248 C KEPEMIMPINAN . . .
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STRATEGIS LIrtTA's
SEITIOR

ffi rdf{crf,i IIIL
f;(.ITd OUI?I'T IROI 2UtL 7Wm ,xvE:l ,WTI

( 1l (21 {3) (41 (s) t6)
KEPEMIMPINAN,
KEWIRAUSAHAAN,
DAN
KEPELOPORAN
PEMUDA

Bentuk Koordinasi:
a. peningkatan angka partisipasi Pemuda

melalui pe ndidikan;
b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui

pendidikan agama, pembinaan ideologi
Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela
negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas,
inovasi, dan karakter kebangsaan; dan

c. peningkatan kemudahan akses pendidikan
Pemuda yang murah dan berkualitas
sampai dengan di pedesaan serta daerah
terdepan, terpencil, dan tertinggal.

Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB)/sederajat
(persen/o/o)

Angka partisipasi kasar
Sekolah Menengah Atas
(SMA)/Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK)/Madrasah
Aliyah (MA)/ Sekolah
Menengah Luar Biasa
(SMLB)/ sederajat
(persen/%)

95,53 96 65 97 98,88 100,o0

Angka partisipasi kasar
perguruan tinsgi (persen / %) 30,85 3r,16 31,52 3l 89 37 ,63

Kementerian
yallS
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang pendidikan
kebudayaan,
ilmu pengetahuan,
dan teknologi

o23.DIi.42
76

Keglatar:
dau Pemanfaatan Cagar Budaya dan Obiek

o23.DH.427
6.QDB.006

RO:
Satuan pendidikan yang
menyelenggarakan muatan lokal
nilai budaya dan obyek pemajuan
kebudayaan

Jumlah satuan pendidikan
yang menyelenggarakan
muatan lokal nilai budaya
dan obyek pemajuan
kebudayaan (satuan
pendidikan)

0 944 944 944 944
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s?;EFGEfdrml
ffi

IrIL
PROGRAU/KEGT,AT/rX/ RrnC[AX

OIITPUT TROI
wn wrt) qvn

(1) (21 t3l (41 fs) (61

2022 Kegiatan:
Pembluaan Bahasa dan Sastra

2022.QDC.O
o3

RO:
Peningkatan literasi generasi
muda

Generasi muda terbina
program literasi (orang) 5.O00 5.000 13.575 1_9.t47 t9.147

023.Dr.63
96

Kegiatan:
Prestasi Satuan Pendldltan dan Peserta Dldlk

023.DI.6396
SBB.OOI

RO:
Peserta didik jenjang SMA dan
sederajat yang dikembangkan
prestasinya

Jumlah siswa jenjang SMA
dan sederajat yang
dikembangkan prestasinya
(orang)

7.992 2.446 544 2.564 2.564

o23.DL6396
sBB.OO2

RO:
Peserta didik jenjang SMK dan
sederajat yang dikembangkan
prestasinya

Jumlah siswa jenjang SMK
dan sederajat yang
dikembangkan prestasinya
(orang)

1.460 1.672 340 t.756 1.756

o23.DI.6396
SBA.OO l

RO:
Peserta didik jenjang pendidikan
tinggr yang dikembangkan
Drestasinva

Jumlah siswa jenjang
pendidikan tinggr yang
dikembangkan prestasinya
{orane}

4.779 4.833 3.525 5.O74 5.O74

SK No 003251 C 023.Dr.6393 . . .
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OITTPUT IROI
trvn wn qatn

tr) t2l (3) I4l (s) (6)

()23.Dr.63
93

Keglatan:
Kebijakan Penguatan Karakter

o23.Dr.639
3.QMB.006

RO:
Layanan penguatan karakter
terkait inklusivitas dan
kebhinekaan satuan pendidikan

Jumlah provinsi/ kabupaten
/kota yang telah
mengimplementasikan
materi terkait toleransi
beragama, kesetaraan
gender, komitmen
kebangsaan, layanan siswa
kebutuhan khusus, dan
pembelajaran yang
demokratis pada satuan
pendidikan (provinsi/
kabupaten/ kota)

o 55 764 329 548

548

o23.DI.639
3.QMB.O0s

RO:
l,ayanan penguatan karakter
terkait iklim keamanan satuan
pendidikan

Jumlah provinsi/ kabupaten
/kota yang
mengimplementasikan
materi untuk menuntaskan
perundungan, kekerasan
seksual, dan intoleransi
pada satuan pendidikan
(provinsi/ kabupaten/ kota)

o 55 t64 329

SK No 003252 C o23.DF . . .
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.lt

ItIL
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OUTPU"IROI 7rv)5\ vrvn 7MB VWZI

(r) QI (3) t4l (5t (6)

()23.DF.44
65

Kegiatarr:
Layanan Pembiayaan PendtdtLan Dasar Menengah

023.DF.446
5.QEK.O r3

RO:
Siswa SMP/Paket B yang
mendapatkan Program Indonesia
Pintar

Jumlah siswa SMP/Paket B
yang mendapatkan Program
Indonesia Pintar (orang) 4.369.964 4.369.968 4.369.96A 4.369.968 4.369.96A

r 364.243

o23.DF.446
s.QEK.014

RO:
Siswa SMA/Paket C yang
mendapatkan Program Indonesia
Pintar

RO:
Siswa SMK yang mendapatkan
Program Indonesia Pintar

Jumlah siswa SMA/ Paket C
yang mendapatkan Program
Indonesia Pintar (orang)

Jumlah siswa SMK yang
mendapatkan Program
Indonesia Pintar (orang)

1.364.243 t.364.243 7.364.243 t.364.243

o23.DF.446
5.QEK.01s t.829.t67 t.a29.t67 r.429.167 t.a29.167 r.429.167

o23.DF.56
26 Pembiaaan Pendidikan Uasyaratat dau Pendldlken Khusus

023.DF.562
6.QEK.507

RO:
Siswa penerima
pendidikan menengah.

afirmasi
Jumlah siswa penerima
program pendidikan
layanan khusus (orang) 2.495 2.495 3.048 3.048 3.048

SK No 003253 C 023.01.DK . . .
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I(lL

OITTPUT IROI
2o21 qva alt?t<t ,wa

(1) QI (3) @l (51

oit3.ol.DK ffi
o23.O1.DK.
4tt69 Layarran Pemblayaan Pendtdttan Ttnggi

023.O 1.DK.
4469.QE,J.
ool

RO:
Mahasiswa yang mendapatkan
Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Jumlah siswa penerima
bantuan Kartu Indonesia
Pintan Kuliah (orang)

604.930

5.945

I . 1 08.810 594.539 909.777 1.OO3.3lO

o23.01.DK.
4469.QE r.
oo2

RO:
Mahasiswa yang mendapatkan
beasiswa afirmasi pendidikan
tinggl.

Jumlah mahasiswa
penerima beasiswa afirmasi
pendidikan tinegi (orang) 7.3A2 8.017 8.402 4.o42

o23.O1.DK.
425'}

Keglatan:
Perdrgkatan Kualitas PembelaJaran dan Kemahaslswaan

023.01.DK.
4258.QE J.
oo2

RO:
Mahasiswa
wirausaha-

menjalankan
Jumlah
menjalankal
(orang)

mahasiswa
wirausaha 3.000 3-OOO

6.890

2.500 3.OOO 3.300

023.01.DK.
42s8.QE r.
oo4

RO:
Mahasiswa mengikuti
pembelaj aran dan pemberdayaan
masyarakat

Jumlah mahasiswa
mengikuti pembela-jaran dan
pemberdayaan masyarakat
(orang)

2.O00 3.O75 11.000 13.000

SK No 003254 C o25.DF . . .



PFIES IDEN
REPU BLIK INDONESIA

-7 -

sirrr}^Et:ff,L.TritS
M

Kt itiITrfIfI NTijTl.5{'Iil BASEX,IIIE
e@ol

tEfrflri r'lL
,IIDII wn wrEl TIVYI
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025.Dr Kementerian
yanS
menyelenggaralan
urusan
pemerintahan di
bidang agama

025.Dr.21
29
o25.DF.272
9.QEK.0O2

Kcgiatrn:

RO:
Siswa MTs penerima Program
Indonesia Pintar*

Jumlah siswa MTs penerima
Program Indonesia Pintar
(orang)

745.046 745.315 745.046 745.046 745.046

o25.DF.2t2
9.QEK.003

RO:
Siswa MA penerima Program
Indonesia Pintar

Jumlah siswa MA penerima
Program Indonesia Pintar
(orang)

320.372 320.372 320.372 320.372 320.372

()25.DF.21
2A Peugelolaal dan Penblnaan Pendidikan Keagamaan Islam
o25.DF.2t2
8.QEK.002

RO:
Santri pondok pesantren salafiyah
wustha/ Paket B/hanya mengaji/
muadalah penerima Program
Indonesia Pintar*

Jumlah santri pondok
pesantren salafiyah
u'ustha/Paket B/hanya
mengaji/muadalah
penerima Program Indonesia
Pintar (orang)

105 92.533 92.533 92.533 92.533

o25.DF.212
8.QEK.O03

RO:
Santri pondok pesantren salafiyah
ulya/Paket C/hanya mengaji/
muadalah penerima Program
Indonesia Pintar-

Jumlah santri pondok
pesantren salafryah ulya/
Paket C/hanya mengaji/
muadalah penerima
Program Indonesia Pintar
(orang)

53.556 45.57 t 45.57 t 45.57 | 45.57 |

SK No 003255 C o25.DF.2136 . . .
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t1t (21 t3) t4l (s) t6l
025.DF.21
36

Kegiatan:
Pengelolaan dau Pembluaau Kristen

025.DF.213
6.QEK.O01

RO:
Siswa Sekolah Menengah Teologi
Kristen/Sekolah Menengah
Umum Agama Kristen Penerima
Program Indonesia Pintar

Jumlah siswa Sekolah
Menengah Teologi
Kristen/Sekolah Menengah
Agama Kristen penerima
kogram Indonesia Pintar
(orang)

7 .O22 1 1.309 8.300 9.430 1rJ.322

025.DF.213
6.QEK.002

RO:
Siswa SMP Teologi Kristen
penerima Program Tndonesia
Pintar*

Jumlah siswa SMP Teologi
Kristen penerima Prograrn
Indonesia Pintar (orang) t.994 2.769 3.247 3.442 4.445

o25.Dr.21
39

Kcglatan:
Pengelolaen dan Pemblnaan Pendldlkan Agama Katollk

025.DF.213
9.QEK.0O9

RO:
Siswa Sekolah Menengah Agama
Katolik penerima Program
Indonesia Pintar

Jumlah siswa Sekolah
Menengah Agama Katolik
penerima Program Indonesia
Pintar (orans)

600 2.O47 2.O74 2.O74 2.O74

o25.DF.21
442 Pembharn Pendldlkaa Asama Hiudu
o25.DF.274
2.QEK.O05

RO:
Siswa penerima Program
Indonesia Pintar tingkat madya*

Jumlah siswa penerima
Program Indonesia Pintar
tingkat madya (orang)

90 to2 156 180 215

SK No 003256 C 025.DF.2 r42.QEK.006 . . .
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[-YgrrTf{il-'T[TIgYIJ
.raI lTf.E

ffi

W
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Ir'IL

{1) I2l (3) (4t tsl (6)
o25.DF.2t4
2.QEK.O06

RO:
Siswa penerima Program
Indonesia Pintar tingkat utama

Jumlah siswa penerima
Program Indonesia Pintar
tingkat utama (orang)

23 65 432 495 560

ftZFIIfi W
o2s.o4.DK.
2L32

Kegiatan:
Pealngkatan Akses, [utu, Relewansl, dan Daya Saing Perguruan Ttnggt Keagamaar IslaE

025.O4.DK.
2132.QEJ.0
o6

RO:
Mahasiswa
keagamaan
Bidikmisi

perguman tinggi
Islam penerima

Jumlah mahasiswa
perguruan tinggr
keagamaan Islam Penerima
Bidikmisi (orang)

26.OOO 26.OOO 18.850 19.000 19.000

025.O4.DK.
2132.QEJ.O
07

RO Jumlah mahasiswa
perguruan tinggi keagamaan
Islam penerima Kartu
Indonesia Pintar Kuliah
(orang)

Mahasiswa pendidikan tinggi
keagamaan Islam penerima Kartu t7 .675 17.615 52.795 52.795 52.795
Indonesia Pintar Kuliah

Kegletar:
Peningkatan Akses, Uutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Perguruan Tlnggl Keagamaan Kristen
RO:
Mahasiswa
keagamaan
Bidikmisi

perguruan tinggi
Kristen penerima

Jumlah mahasiswa
perguman tinggr
keagamaan Kristen 9.473

Penerima Bidikmisi

3.674 5.611 4.659 7 .434

o25.O5.DK.
5101
025.05.DK.
s101.QEJ.O
o1

SK No 003257 C

025.05.DK.5r01.QEJ.OO2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

MEI,,IrfS
m

'1 1

P@ol
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f 1t I2l (3) (41 (51 (61

o25.05.DK.
s 101.QEJ.O
02

2L3t

RO:
Mahasiswa penerima beasiswa
Peningkatan Prestasi Akademik

Jumlah mahasiswa
perguruan tinggi keagamaan
Kristen penerima beasiswa
Peningkatan Prestasi
Akademik (orane)

1.361 7.664 1.361 1.361 1.361

Kcglatan:
Akses. Mutu. darr Subsidi Persuruan Tingsi Keasamaan Katollt

025.06.DK.
2131.QE r.0
o4

RO:
Mahasiswa perguruan tinggr
keagamaan Katolik penerima
Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Jumlah mahasiswa
perguruan tinggi keagamaan
Katolik penerima Kartu
Indonesia Pintar Kuliah
(oranel

100 200 300 400 500

025.()7.DK.
5104

Kegiatan:
Akses. [utu. dau Eubsldl Tincsi lTflifiln

025.07.DK.
5104.QE r.O
o1

RO:
Mahasiswa p€rguruan tinggr
keagamaan Hindu penerima
Program Indonesia Pintar Kuliah

Jumlah mahasiswa
perguruan tinggi keagamaan
Hindu penerima Program
Indonesia Pintar Kuliah
forans)

2.167 2.844 2.844 3.O97 3.t42

025.07.DK.
s 104.QEl.O
05

RO:
Mahasiswa perguruan tinggi
keagamaan Hindu penerima
beasiswa Peningkatan Prestasi
Akademik

Jumlah mahasiswa
perguruan tinggi keagamaan
Hindu penerima beasiswa
Peningkatan Prestasi
Akademik (orang)

1. 160 1.160 1.693 2.038 2.138

SK No 003258 C
025.08.DK.5106 . . .
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(1) (21 l3t @l f5l t6)

o25.O8.DK.
51()6

Kegiatan:
PenlngLatan Atscs, Mutu, Kesejahteraan dan Subsldl Perguruan Tlnggl Keaganaan Buddha

Kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang lingkungan
hidup dan
kehutanan

025.O8.DK.
s106.QEJ.
ool

RO:
Mahasiswa perguruan tinggr
keagamaan Buddha penerima
Kartu Indonesia Pintar Kuliah

Jumlah mahasiswa
perguruan tinggi keagamaan
Buddha penerima Kartu
Indonesia Pintar Kuliah
(orang)

452 624 760 604 654

025.O8.DK.
sr06.QE.r.
oo2

RO:
Mahasiswa perguruan tinggi
keagamaan Buddha penerima
Peningkatan Prestasi Akademik

Jumlah mahasiswa
p€rguruan tinggi keagamaan
Buddha penerima
Peningkatan Prestasi
Akademik (orang)

50 299 5A 71 86

o29.DL.54
42

Keglatatr:
Penyelenggaraan PendldlLan Uenengah Kejuruen Kehutanan
RO: Jumlah tenaga teknis

menengah kejuruan yang
kompeten dan bersertifikat
(orang)

Tenaga teknis menengah kejuruan
yang kompeten dan bersertifikat 466 479 481 473 473

o29.DL.544
2.S4E.001

SK No 003259 C o40.DL . . .
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ordf,.rl Kementerian yang
menyelenggaralan
urusan
pemerintahan di
bidang
kepariwisataan
dan tugas
pemerintahan di
bidang ekonomi
kreatif

o4.o.DL.53
49

Keglatan:
Pengembangan Pendtdlkan 11-ggi BidanS Parislsata

040.DL.53
49.PDI.001

RO:
Sertifikasi profesi
daya manusia
Pariwisata Bali

dan sumber
Politeknik

Jumlah sertifikasi profesi
dan sumber daya manusia
(orang) N/A 700 650

670

650 650

040.DL.53
49.PD[.OO2

RO:
Sertifikasi profesi dan sumber
daya manusia Politeknik
Pariwisata Banduns

Jumlah sertifikasi profesi
dan sumber daya manusia
(orang) N/A 800 800

3.500

400

350

aoo

040.DL.53
49.PDr.O03

RO:
Sertifikasi profesi dan sumber
daya manusia Politeknik
Pariwisata Makassar

Jumlah sertifikasi profesi
dan sumber daya manusia
(orang) N/A 2.850 2.850 4.OOO

040.DL.53
49.PDI.OO4

RO:
Sertifikasi profesi
daya manusia
Pariwisata Medan

dan sumber
Politeknik

Jumlah sertifikasi profesi
dan sumber daya manusia
(orang) N/A 500 385 400

040.DL.53
49.PDI.O05

RO:
Sertifikasi profesi dan sumber
daya manusia Politelorik
Pariwisata Palembane

Jumlah sertifikasi profesi
dan sumber daya manusia
(orang) N/A 249 3s0 360

SK No 003285 C 040.DL.5349.PDI.006 . . .
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040.DL.53
49.PDI.006

RO:
Sertifikasi profesi
daya manusia
Pariwisata Lombok

dan sumber
Politeknik

Jumlah sertifikasi profesi
dan sumber daya manusia
(orang) N/A 500 325 380 385

040.DL.534
9.SAD.OOl

RO:
Penyelenggaraan pendidikan
Politeknik Pariwisata Bali

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti penyelenggaraan
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata (orang)

N/A 2.500 2.000 0 o

040.DL.534
9.SAD.O02

RO:
Penyelenggaraan pendidikan
Politeknik Pariwisata Bandung

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti penyelenggaraan
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata (orans)

N/A 2.350 2.350 2.350 2.350

1.900

1.641

2.500

040.DL.534
9.SAD.OO3

RO:
Penyelenggaraan pendidikan
Politeknik Pariwisata Makassar

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti penyelenggaraan
pendidikan SekoLah Tinggi
Pariwisata (oranel

N/A 2.O27 2.O27 1.900

040.DL.534
9.SAD.OO4

RO:
Penyelenggaraan pendidikan
Politeknik Pariwisata Medan

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti penyelenggaraan
pendidikan SekoLah Tinggi
Pariwisata (oranql

N/A 1.400 1.500 t.647

040.DL.534
9.SAD.OO5

RO:
Penyelenggaraan pendidikan
Politeknik Pariwisata Palembang

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti penyelenggaraan
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata (orans|

N/A 1.200 979 2.OOO

SK No 003286 C o40.DL.5349.SAD.OO6 . . .
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Jumlah mahasiswa yang
mengikuti penyelenggaraan
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata

@l (sl t6t
040.DL.534
9.SAD.006

RO:
Penyelenggaraan pendidikan
Politelmik Pariwisata Lombok N/A 1.400

N/A

1 .274 1.500 1.600

040.DL.534
9.SAD.O07

RO:
Pengabdian kepada masyarakat
Politelarik Pariwisata Bali

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pengabdian
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata (orane)

N/A 300 300 300

040.DL.534
9.SAD.O08

RO:
Pengabdian kepada masyarakat
Politelmik Pariwisata Bandung

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pengabdian
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata (orans)

N/A N/A 300

550

100

300 300

040.DL.534
9.SAD.O09

040.DL.534
9.SAD.O10

040.DL.534
g.SAD.Ol1

RO:
Pengabdian kepada masyarakat
Politeknik Pariwisata Medan

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pengabdian
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata (orane)

N/A N/A 550 550

RO:
Pengabdian kepada masyarakat
Politeknik Pariwisata Makassar

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pengabdian
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata {orans)

N/A N/A 100 100

RO:
Pengabdian kepada masyarakat
Politelorik Pariwisata Palembang

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pengabdian
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata {oranel

N/A N/A 100 100 100

SK No 003287 C 040.DL.5349.SAD.O12 . . .
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N/A 100 100 100

(6)

040.DL.534
9.SAD.o12

RO:
Pengabdian kepada masyarakat
Politeknik Pariwisata l-ombok

Jumlah mahasiswa yang
mengikuti pengabdian
pendidikan Sekolah Tinggi
Pariwisata (orane)

N/A

040.DL.534
9.SAD.O l3

040.DL.534
9.SAD.014

RO:
Administrasi dukungan akademik
Politeknik Pariwisata Bali

Jumlah mahasiswa yang
mendapat dukungan
administrasi pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata
lorans)

N/A N/A 100 100 100

RO:
Administrasi dukungan akademik
Politeknik Pariwisata Bandung

Jumlah mahasiswa yang
mendapat dukungan
administrasi pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata
lorans)

N/A N/A 50 50 50

o40.DL.534
9.SAD.O 15

RO:
Administrasi dukungan akademik
Politeknik Pariwisata Medan

Jumlah mahasiswa yang
mendapat dukungan
administrasi pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata
(oranql

N/A N/A 4t

46

300 300

040.DL.534
9.SAD.O 16

RO:
Administrasi dukungan akademik
Politeknik Pariwisata Makassar

Jumlah mahasiswa yang
mendapat dukungan
administrasi pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata
[oransl

N/A N/A 100 100

SK No 003288 C
040.DL.5349.SAD.O18 . . .
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040.DL.534
9.SAD.018

RO:
Administrasi dukungan akademik
Politelmik Pariwisata Palembang

Jumlah mahasiswa yang
mendapat dukungan
administrasi pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata

Jumlah mahasiswa yang
mendapat dukungan
administrasi pendidikan
Sekolah Tinggi Pariwisata

Jumlah
mendapat
pariwisata
Pariwisata

orang yang
pelatihan bidang
Sekolah Tinggi

Jumlah
mendapat
pariwisata
Pariwisata

orang yang
pelatihan bidang
Sekolah Tinggi

T

l2s,zol

rdf{cffl xlL
,wtl

t1l @l (s) t6)

N/A N/A 79 100 100

040.DL.534
9.SAD.0 19

RO:
Administrasi dukungan akademik
Politelarik Padwisata Lombok N/A N/A loo 100 100

040.DL.534
9.SCD.OO1

RO:
Pelatihan bidang pariwisata dan
kebudayaan Politeknik Pariwisata
Bali

N/A 1.100 0 0 0

040.DL.534
9.SCD.002

RO:
Pelatihan bidang pariwisata dan
kebudayaan Politeknik Pariwisata
Banduns

N/A 550 0 0 0

040.DL.534
9.SCD.O03

RO:
Pelatihan bidang pariwisata dan
kebudayaan Politeknik Pariwisata
Makassar

Jumlah orang yang
mendapat pelatihan bidang
pariwisata Sekolah Tingai
Pariwisata (orans)

N/A 310 o 0 0

SK No 003289 C

o40.DL.5349.SCD.OO4 . . .
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040.DL.534
9.SCD.004

RO:
Pelatihan bidang pariwisata dan
kebudayaan Politeknik Pariwisata
Medan

Jumlah orang yang
mendapat pelatihan bidang
pariwisata Sekolah Tinggi
Pariwisata (orang)

Jumlah orang yang
mendapat pelatihan bidang
pa.riwisata Sekolah Tinggi
Pariwisata (orang)

Jumlah orang yang
mendapat pelatihan bidang
pariwisata Sekolah Tinggi
Pariwisata (orang)

N/A 600 0 0 0

040.DL.534
9.SCD.O05

RO:
Pelatihan bidang pariwisata dan
kebudayaan Politeknik Pariwisata
Palembang

N/A 400 0 0 o

040.DL.534
9.SCD.006

RO:
Pelatihan bidang pariwisata dan
kebudayaan Politeknik Pariwisata
Lombok

N/A 300 o o 0

Lembaga yang
melaksanakan
tugas
pemerintahan di
bidang
perpustakaan

()57.DM.43
a4

Kegiatan:
Peagcmbangan Pet?u3takaan Umum dan Khugus

o57.DM.438
4.QEr.OO4

RO:
Perpustakaan yang mendapatkan
program layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial

Jumlah perpustakaan yang
mendapatkan program
layanan perpustakaan
berbasis inklusi sosial
(perpustakaan)

681 1.O48 863 880 880

SK No 003290 C 057.DM.3004 . . .
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o57.DM.3()
04

Keglatan :
Jasa Informasi PerDuatekaan dan Pengelolaan Naskah Nuaantera

057.DM.300
4.QAA.001

RO: Jumlah masyarakat yang
mendapatkan layanan
perpustakaan berbasis
inklusi sosial di
Perpustakaan Nasional

l,ayanan perpu stakaan berbasis
inklusi sosial di Perpustakaan 60 400 1.837 t.437 1.837
Nasional

Proklarnator Karno
o57.DU.30
1()
057.DM.301
0.QAA.OO I

RO:
Layanan perpustakaan berbasis
inklusi sosial di unit pelaksana
teknis Perpu stakaan Proklamator
Bung Karno

Jumlah penerima layanan
perpustakaan berbasis
inklusi sosial di unit
pelaksana teknis
Perpustakaan Proklamator
Bunq Karno (oranql

433 500 1. 100 l.loo l.loo

o57.DU.52
72

Keglatan:
Pengelolaan ProLlamator Bung Hatta

o57.DIvd.527
2.QAA.O01

RO:
Layanan perpustakaan berbasis
inklusi sosial di unit pelaksana
teknis Perpu stakaan Proklamator
Bung Hatta

Jumlah layanan
perpustakaan berbasis
inklusi sosial di unit
pelaksana teknis
Perpustakaan Proklamator
Buns Hatta (orans)

o 375 500 550 600

SK No 003291 C o59.GB . . .
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(1) (2t f3) HI (sl (6)

Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintatran di
bidang komunikasi
dan informatika

o59.GB.41
53 Sumber Daya anusia Vokasi Bidang Kementerlan yarg Uenyelenggaraksn Urusan Pemeriatahan di Bidang

Komunltasl dan hformatlka
o59.GB.415
3.SC4.001

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di Pusat
Pengembangan Profesi dan
Sertifikasi (orans)

7.500 460 500 500 500

059.GB.4 r5
3.SCA.002

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah balai besar
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Makassar*

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifrkasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai besar
pengembangan sumber
daya manusia dan
Denelitian Makassa,r (orans)

500 1.250 1.75()

1.750

1.250 1.250

o59.G8.415
3.SC4.003

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah balai besar
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian Medan*.

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai besar
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Medan lorans]

500 1.650 1.250 7.250

SK No 003292 C
059.GB.4153.SCA.OO4 . . .
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3
Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Jakarta (orang)

r'lL
PROGRAT/ TEGIATAIT/RITCIAIT

OUTPUI IROI
,I-ttTl 2M qvB

t1) (21 (41 (s) t6)
059.G8.415
3.SCA.OO4

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian Jakarta*

900 1.300 1.250 750 750

059.GB.415
3.SCA.OO5

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah batai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian Bandung*

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifrkasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Bandung (orang)

900 1.150 1.250 750 750

059.GB.415
3.SC4.006

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Yoryakarta*

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitial
Yograkarta (orang).

900 1.250 1.250 750 750

SK No 003293 C
059.G8.4153.SCA.007 . . .
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(1) l2l f3l I4l (5) (6)
059.GB.415
3.SCA.OO7

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Surabaya*

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Surabaya (orang)

900 t.200 1 .25rJ 750 750

o59.GB.4r5
3.SCA.OOa

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah bafai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Banjarmasin*

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Banjarmasin (orang)

900 s50 r.000 750 750

o59.GB.415
3.SCA.009

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika di wilayah balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian Manado*

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Manado (orang)

90() 850 1.000 750 750

SK No 003294 C
059.GB.4153.SCA.010 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

I-=rirTtTdT{-{fiil-fJl
ffi

ItIL
PR(X}RAU/XEGIATAX/RIITCTAIT

OUTPUT IROI
,I.t,]Jl zrart)

f1t t2l (3t (41 (s) (6)

059.GB.415
3.SCA.O l0

RO:
Pelatihan bidang komunikasi dan
informatika balai pelatihan dan
pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi*

Jumlah peserta pelatihan
dan/atau sertifikasi vokasi
bidang komunikasi dan
informatika di balai
pelatihan dan
pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi
Cikarane forane)

700 2.204 2.500 2.O00 2.000

o59.G8.44
sl

Kcglata!:
Irtsttal bast

o59.GB.449
5.SCA.OO1

RO:
talenl

RO:
Digital talent scholarship di pusat

dan
RO:
Digital
wilayah

talent schalarship di
kerja balai besar

pengembangan sumber daya
manusia dan Medan*

Jumlah peserta digital talent
scholarsin (orans) 35.O00 48.2A6 103 33.000 33.000

o59.G8.449
5.SCA.O11

Jumlah peserta digital talent
scholarsrp (orang) 35.OO0 t4.700 20.o00 1.250 1.250

059.GB.449
5.SCA.012

059.G8.449
5.SCA.013

Jumlalr peserta digital talent
scholarslp (orang)

35.000 4.310 6.O00 850 850

RO:
Wtal talent scholarship di
wilayah kerja ba-lai besar
pengembangan sumber daya
manusia dan penelitian
Makassar*

JumLah peserta digital talenl
scholarsrp (orang)

35.OO0 2.310 5.000 850 850

SK No 003295 C 059.GB.4495.SCA.014 . . .
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059.GB.449
5.SCA.O14

RO:
Digital talent scholarship di
wilayah kerja balai pengembangan
sumber daya manusia dan
penelitian Jalarta*

Jumlah peserta digital talent
scholarslP (orang)

35.O00 t.7ao 2.750 550 550

059.GEl.449
5.SCA.015

059.G8.449
5.SCA.O16

RO:
Digital tolent sclnlarship di
wilayah kerja balai pengembangan
sumber daya manusia dan
penelitian Bandung*

Jumlah peserta digital talent
scholarsip (orang)

35.OOO 1.780 2.750

2.750

550 550

RO:
Digital talent scholarship di
wilayah kerja balai pengembangan
sumber daya manusia dan
penelitian Yo$/akarta*

Jumlah peserta digital talent
scftolarsip (orang)

Jumlah peserta digitol talent
scholarsrp (orang)

35.OOO I _7aO

1.780

550 550

550

o59.GE}.449
5.SCA.017

RO:
Digital talent sclnlarship di
wilayah kerja balai pengembangan
sumber daya manusia dan
penelitian Surabaya*

35.000 2.750 550

SK No 003296 C
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059.GB.449
5.SCA.018

RO:
Digital talent scholarship di
wilayah kerja balai pengembangan
sumber daya manusia dan
Denelitian Baniarmasin*

Jumlah p€serta digital talent
scftolarsrp (orang)

Jumlah peserta digital talent
scholarsip (orang)

35.OOO t.7ao 2.750 550 550

o59.G8.449
5.SCA.0r9

RO:
Digital talent schoktrship di
wilayah kerja balai pengembangan
sumber daya manusia dan
penelitian Manado"

35.OOO t.7ao 2.750 550

750

550

o59.GB.449
5.SCA.O20

RO:
Digital talent scholarship di balai
pelatihal dal pengembangan
teknologi informasi dan
komunikasi*

Jumlalr peserta digital tqlent
scholarsip (orang)

35-OOO 6.950 35.950 750

o59.G8..+5
oo

Neglatan:
Pcnyelerggaraan Pendldlkan linggi Bidang Komunitasi dan Informatika

o59.G8.450
o_DBA.OO 1

RO:
Pendidikan diploma IV, strata I
dan oendidikan Delatihan teknis

Jumlah mahasiswa Sekolah
Tinggi Multi Media (orang) 2.379 2.379 2.379 2.379 2.379

o59.G8.450
o.scA.001

RO:
Sertihkasi berbasis Standar
Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia bidang komunikasi dan
informatika

Jumla-h peserta pelatihan
Standar Kompetensi Ke{a
Nasional Indonesia bidalg
komunikasi dan informatika
yang tersertifikasi di Sekolah
Tinssi Multi Media (oralel

400 500 500 500 500

SK No 003297 C
t22.AH . . .
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Keglatan:
Penlrusunen Stenderdlsasi Kuritulum PendidiLan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila

Iembaga yang
melaksanakan
tugas
pemerintahan di
bidang pembinaan
ideologi Pancasila

122-AII-43
72
t22.l.H.437
2.PFA_OOl

RO:
Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria (NSPK) standardi sasi dan
kurikulum pendidikan dan
pelatihar pembinaan ideologi
Pancasila

Jumlah NSPK standardisasi
dal kurikulum pendidikan
dal pelatihal pembinaan
ideologi Pancasila (dokumen) 3 10 10 10 10

122.4tt.43
73

Xeglatan:
Pcnyelenggaraan Pendldltan dan Pelatihan Pemblnaan Ideologi Pancasila

t22.AH.437
3.SCJ.O01

RO:
l,ayanan
pelatihan
Pancasila

pendidikan
pembinaan

dan
ideologi

Jumlah layanan pendidikan
dan pelatihan pembinaan
ideologi Pancasila
(lembaga/ orang)

3 1.640 t.440 2.440 2.760

L22.AIJ.43
74

Keglatan:

722.AI].437
4.ABC.OO 1

RO:
Rekomendasi hasil pengendalian
p€laksanaan pembinaan ideologi
Pancasila

Jumlah rekomendasi hasil
pengendalian pelaksanaan
pembinaan ideologi
Pancasila (rekomendasi
kebijakan)

3 I I I I

o27.DQ...
SK No 003298 C
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u27.DQ m Kementerian yang
menyelenggarakal
urusan
pemerintahan di
bidang sosial

o27.DQ.6
274

Keglatan:

o27.DQ.624
1.QDC.101

RO:
Anak sekolah yang mendapatkan
edukasi bencana*

Jumlah anak sekolah yang
mendapatkan edukasi
bencana (oransl

r30.000 125.O48 100.000 145.OOO 150.OOO

o19.DL Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang
perindustrian

o19.rrl,.49
5a

KeElatan:
Pendldlkar Ti"{gi Vokasl Industrl

019.DL.495
8.SAG.O0r

RO:
Mahasiswa dan lulusan program
diploma III dan diploma IV
berbasis kompetensi

Tenaga kerja industri
tingkat ahli yang kompeten
(orang) 11.512 11.405 10.229 11.600 1 1.650

o 19.DL.495
8.SAG.OO2

RO:
Mahasiswa dan lulusan program
diploma I dan diploma II berbasis
kompetensi

Tenaga kerja industri
lulusan diploma I dan
diploma II industri yang
kompeten (oransl

s26 2.833 1.550 1.100 1.200

o19.DL Keglatan:
KeJuruan Industri

0r9.DL.495
9.SAG.001

RO:
Sumber daya manusia yang
mengikuti pendidikan menengah
keiuruan industri

Tenaga kerja
tingkat terampil
kompeten (orang)

industri
yang 7.522 7.563 7.500 7.20,0 7.2o,0

SK No 003299 C 019.DL.4959.PEC.00I . . .
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RO:
SMK yang link and. match dengarr
industri 2.6r5 2.600 2.600 2.60(J 2.600

Keglatar:
tatl Uutu Sumber Manusia Kesehatan

()l4.I'G Kementerian yang
menyelenggarakal
urusan
pemerintahan di
bidang kesehatan

o24-DG.2
o75
o24.DG.207
5.BE J.001

RO:
Bantuan
manusia

pendidikaa sumber daya
kesehatan

Jumlah
manusia
penerima

sumber daya
kesehatan

bantuan biaya
berkelanjutanpendidikan

(oranel

2.O99 1.685 1.869 2.445

8

2.41()

o24.DG.207
5.BBJ.OO3

RO:
Afirmasi bantuan biaya
pendidikan dokter pada daerah
tertinggal perbatasan dan
kepulauan dan daerah
bermasalah kesehatan

Jumlah peserta program
afirmasi bantuan biaya
pendidikan dokter pada
daerah tertinggal
perbatasan dan kepulauan
dan daerah bermasa-lah
kesehatan (orans)

o 8 33 8

ffi
024.DD.5
433 Pronosl Kesehatau dan
024.DD.583
3.SCM.002

RO:
Peningkatan kapasitas Pramuka
dalam mendukung gerakan
masyarakat hidup sehat

Jumlah pramuka
kesehatan/Saka Bakti
Husada yang ditingkatkan
kaDasitasnva (oransl

o o 2.OOO 2.OOO 2.OOO

o18.DL . . .

SK No 003300 C
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o18.rrL Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang pertanian

ola.DL.58
92

Kegiatau:
Penguatar Penyelenggaraan Pendidikaa Vokasi Pertanian

018.DL.589
2.SAC.OO1

RO:
Pendidikan tinggi vokasi pertanian
sarjana terapan

Terlaksananya
penyelenggaraan
pendidikan tinggi vokasi
pertanian sarjana terapan
bagi mahasiswa politeknik
pembangunan pertanian
(orang)

t.579 5.264 10.338 6.300 7.000

018.DL.589
2. SAC.OO3

RO:
Pendidikan menengah vokasi
pertanian

Terlaksanalya
penyelenggaraan
pendidikan menengah
pertanian bag, siswa
SMK/penyuluhan pertanian
(orang)

2AO 467 7.026 932 932

o18.DL.18
1()

Keglatan:

o18.DL.181
o.DCC.OO3

RO:
Pelatihan vokasi pertanian bagi
aparratur dan nonaparatur

Jumlah aparatur dan
nonaparatur yang mengikuti
pelatihan vokasi {orang)

12.647 39.235 3.900 23.360 24.o32

o22.DL . . .

SK No 003352 C
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g,,2.DL iltlXrlTT[ffiTflffllTil{ Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang
transportasi

o22.DL.39
96 FIIIITRTH=TII

RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan reguler (pola
pembibitan) transportasi darat

Jumlah lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
darat (orang)

3.504 5.413 6.531 5.994 5.994

tas
RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan reguler (non pola
pembibitan) transportasi darat

Jumlah lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
darat (orang)

1.700 774 514 5t2 512

tas
RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan non reguler
(mandiri) transportasi darat

Jumlah lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
darat (orang)

175 369 361 313 313

RO Jumlah lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
laut (orang)

Pendidikan dan pelatihan
pembentukan reguler (pola 3.414
pembibitan) transportasi laut
(prioritas nasional)

2.444 2.704 3.414 3.4 t4

o22.DL.399
6.S48.003

o22.DL.399
6.SAB.O01

o22.DL.399
6.SAB.OO2

o22.DL.399
6.SAB.O06

SK No 003353 C 022.DL.3996.S4B.004 . . .
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o22.DL.399
6.S4B.004

RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan reguler (non pola
pembibitan) transportasi laut
(prioritas nasional)

Jumlah lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
laut (orang)

74.144 9.518 4.488 8.488 8.448

o22.DL.399
6.SAB.O05

RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan non reguler
(mandiri) transportasi laut
lprioritas nasional)

Jumlah lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
laut (orang)

4.190 4.977 4.977 4.977

2.7 t3

o22.DL.3996
.sAB.O09

RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan reguler (pola
pembibitan) transportasi udara
(prioritas nasional)

Jumlah lulusal pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
udara (orang)

t.792 2.221 2.7 t3 2.7 t3

o22.DL.3996
.sAB.OO7

RO:
Pendidikan dan pelatihal
pembentukan reguler (non pola
pembibitan) transportasi udara
(crioritas nasiona.l)

Jumlah lulusal pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikar perhubungan
udara (orang)

2.466 1.309 t.720 7.t20 t.r20

o22.DL.3996
.sAB.O08

RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan non reguler (mandiri)
transportasi udara (prioritas
nasional)

Jumlah lulusal pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
udara (orang)

383 t.632 1.186 1.146 1.186

SK No 003354 C 022.DL.3996.SAB.008 . . .
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o22.DL.399
6.SAB.OO8

RO:
Pendidikan dan pelatihan
pembentukan beasiswa sumber
daya manusia transportasi udara
(prioritas nasional)

Jumlah lulusan pendidikan
dan pelatihan vokasi
pendidikan perhubungan
udara (orang)

95 769 35 37 37

o ) Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang kelautan
dan perikanan

o32.DL-23
7S

Kcglatan:
Pelatihan daa Pen5ruIuhar Ilelautan dan Perlkaran

o32.DL.237
s.QDD.001

RO:
Kelompok pelaku utama/usaha
yang mendapatkan
pendampingan dari penyuluh
kelautan dan perikanan*

Jumlah kelompok pelaku
utama atau pelaku usaha
yang disuluh (kelompok
masyarakat)

4 r.000 41.OO0 41.000 44.OO0 45.OOO

30.ooo
o32.DL.237
5.SCC.00l

RO:
Masyarakat kelautan
perikanan Yans dilatih*

dan
Jumlah masyarakat
kelautan dan perikanan
vans dilatih (orans)

r0.000 r5.oo0 25.000 28.OO0

o32.DL.23
76

Keglatan:

o32.DL.237
6.SAC.OO 1

RO:
Peserta pendidikan vokasi
kelautan dan perikanan yang
kompeten

Tersedianya peserta
pendidikan vokasi kelautan
dan perikanan yang
kompeten (orang)

4.171 8.308 8.535 t2.246 13. I l5

SK No 003355 C Domain
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Domain Lapangal dan Kesempatan Kerja
1. Pemuda wirausaha kerah putih; darr
2. Tingkat pengalgguran terbuka Pemuda.

Bentuk Koordinasi:
Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda

Persentase penduduk
berusia 16 (enam belas)
sampai dengan 3O (tiga puluh)
ta-hun yang bekerja denga-n
status berusaha sendiri,
berusaha dengan dibantu
buruh tidak tetap, atau
berusaha dengan dibantu
buruh tetap dan jenis
pekerjaarr kerah putih (tenaga
profesional atau teknisi,
kepemimpinan atau
ketatala-ksanaan, pejabat
pelaksana, atau tenaga tata
usaha) yang dibagi dengal
jumlah Pemuda berusia 16
(enam belas) sampai dengan
30 (tiga puluh) tahun

o,44 0,52 0,56 0,6 o,64

12 65

Persentase jumlah
pengangguran Pemuda
berusia 16 (enam belas)
sampai dengan 30 (tiga puluh)
tahun terhadaD iumlah

t5,23 13,43 t3,t7 12,97

SK No 003356 C angkatan
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angkatan ke{a Pemuda
berusia 16 (enam belas)
sampai dengan 30 (tiga puluh)
tahun

Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang
kepariwisataan
dan tugas
pemerintahan di
bidang ekonomi
kreatif
Kementerian yang
menyelenggaral<an
urusan
pemerintahan di
bidang desa,
pembangunan
daerah tertinggal,
dan transmigrasi

orto.EA.r+i!
2l Peagembangan Kela5raan Intelettual Industri Kreatif
040.E4.432
1.QDC.001

RO:
Pelaku pariwisata dan ekonomi
kreatif yang mendapat fasilitas
konsultasi hak kekayaan
intelektual

Jumlah pelaku pa-riwisata
dan ekonomi kreatif yang
mendapat fasilitas
konsultasi hak kekayaan
intelektual (orang)

r.270 150 460 2.500 2.800

.y57-ql PR,OGRAT IIAERAE TERTIilGGAL, IIAWASAtr PERBATASAII, PERDESAAIT, I'AIT TRAITS IGRASI

067.clt.64
67 Pelgembangau Sumber Daya anusia dan Pemberdayaal UasJraraLat Desa, Daerah Terttnggal, dan Transmlgrasl
067 .CT.646
7.DCJ.UO2.

RO:
Pengelola badan usaha milik desa
yang dilatih oleh unit pelaksana
teknis balai besar Jakarta di
lokasi jangkauan darat

Jumlah pengelola
usaha milik desa
dilatih (orang)

badan
yang

0 t26t 150 150 150

SK No 003357 C o92-DB _ - .
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Kementerian yang
menyelenggarakal
urusan
pemerintahan di
bidang Pemuda

()92.DB.3a
Gt] Pengembangan Kerrlrausahaan Pemuda

092.D8.380
8.QDC.001

RO:
Pemuda yang tedasilitasi sebagai
kader kewirausahaan

Jumlah Pemuda yang
tedasilitasi sebagai kader
kewirausahaan (orang)

5.OOO 5.OOO 5.OOO 5.OOO 5.O00

092. DB.380
8.QEr.OO 1

RO:
Sentra kewirausahaan Pemuda
yang terfasilitasi pengembangan
kewirausahaan

Jumlah sentra
kewirausahaan Pemuda
yang terfasilitasi
pengembangan
kewirausahaan (provinsi)

34 34 34 34 34

o

o92.DA.3a
31

Keglatan:
Pengenbangaa Industrl dan Promosl Otahraga

092.DA.383
I -BDC.OO 1

RO:
Pengelola industri olahraga yang
terfasilitasi dalam pendidikan dan
pelatihan manajemen usaha

Jumlah pengelola industri
olahraga yang terfasilitasi
dalam pendidikan dan
pelatihan manajemen usaha
(orang)

500 500 500 500 500

SK No 003358 C o47.DE . . .
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Kementerian yang
menyelenggaraI<an
urusan
pemerintahan di
bidang
pemberdayaan
perempuan dan
tugas
pemerintahan di
bidang
Derlindungan anak

o47.DE,.27
95

Keglatar:
Perrgarusutamaan Gender Bldaag

o47.DE.279
5.SCJ.O02

RO:
Perempuan rentan yang dilatih
tentang kewirausahaan*

Jumlah perempuan rentan
yang dilatih tentang
kewirausahaan (orang)

N/A N/A I 1.000 1 1.000 1 1.000

o19.DL Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang
perindustrian

o19.DL.49
57

feglatan:
Pelatihan Vokasl Industrl

019.DL.495
7-SCH.OO1

RO:
Tenaga kerja industri kompeten
lulusan diklat sistem 3 in 1

(pelatihan, sertifikasi, dan
kompetensi)

Pelatihan 3 in 1 bagi calon
tenaga kerja industri (orang)

18.919 86.500 25.800 95.OO0 100.o00

019.DL.495
7.PDr.00r

RO:
Tenaga kerja industri kompeten
yang tersertifikasi

Tenaga kerja industri yang
mendapatkan sertifikasi
kompetensi (orang)

3.968 10.000 1.500 20.000 20.ooo

SK No 003359 C 01a.DL . . .
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ot8.rrL Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang pertanian

o1a.DL.58
92

Kegiatan:
Penguatan Penyelenggaraan Pendidlkan Vokasl Pertarlan

o18.DL.589
2.QDD.O01

RO:
Wirausahawan muda pertanian

Tersalurkannya bantuan
operasional usaha bagr
mahasiswa, siswa, dan
pemuda tani (kelompok
masyarakat)

234 342 556 1.119 1.1 19

ola.DL.1a
10

Keglatan:
Pcnguatan Penyelenggaraan Pelatlhan Pertanlaa

o18.DL.181
o.BDB.001

RO:
Penumbuhan dan penguatan
pusat pelatihan pertanian dan
perdesaan swadaya

Jumlah pusat pelatihan
pertanian dan perdesaan
swadaya yang terfasilitasi
dan terbina (lembaga)

155

2.367

97 100 144 173

o 18.DL.18r
0.BDD.001

RO:
Fasilitasi pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat
perdesaan (readsi) untuk
peningkatan kapasitas petani

Jumlah petani yang dilatih
mengenai peningkatan
produksi/teknologi pasca
panen (kelompok
masyarakat)

2.367 2.367 2.367 2.367

o44.EB . . .

SK No 003360 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-37-

L:TTII-iET{:I|TTIITS]
lrIf,3(.Ia

m
1 t rtrrrf,tt ttlL

KD PROGRAU/XEGIATA.IT/RIITCI,AIT
OITTPUT IROI ,WN wn WB

(1) (21 f3l t4l (sl t6)
PROGRAU XTWIRAUSAHAAIT, I'SAIIA IIXRO, XTCIL, I'AIT IEITEITGAII I'AIT XOPERAAI Kementerian yang

menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang koperasi
dan usaha kecil
dan menengah

o44.EB.s6
l5

Kegiatan3
Pengembaugau Sunber Daya anusla Perkoperaslan dan Jabatan Fungslonal

o44.EE}.561
5.SCF.O01

RO:
Pengurus atau pengelola koperasi
yang diberikan pelatihan

Terlaksananya
atau pengelola
yang diberikan
(orans)

pengurus
koperasi

pelatihan o 2rJ0 25rJ 300 350

7.C)
Kegiatan:

RO: Terlaksananya Koperasi
yang difasilitasi sistemKoperasi yang difasilitasi sistem 0 0 50 50 50

talisasi
Keglatan:
Perkuatar Fasilitasi Pemblayaan dan Pengembangan Invcstasl Usaha UtlIro

o44.E,8.444
2.QDF.0O I

46

o44.88.444
6.QDG.0O l

RO:
Usaha mikro yang difasilitasi
pendampingan untuk
peningkatan usaha (kredit usaha
rakyat dan sertifrkasi hak atas
tanah)

Terlaksananya usaha mikro
yang difasilitasi
pendampingan untuk
peningkatan usaha kredit
usaha rakyat (skala usaha)
(usaha mikro kecil dan
menengah)

0 100 100 100 100

SK No 003361 C
o44.E8.4456 . . .
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o44-EB-44
sra

Kegiatatr:
Pengembangan Teknologi Inforrnasl dan Inkubasl Usaha

o44.D8.445
6.QD3.OO 1

o44.D8.27
57

RO:
Fasilitasi dan pembinaan srarr-Ltp

Terselenggaranya
inkubasi bagi
muda (orane)

fasilitasi
wirausaha o 15 15 15 15

Keglatar:
Konaultasi Blsnis dalr
RO: Terselenggaranya wirausaha

yang menerima fasilitasi
konsultasi bisnis (orang)

Jumlah wirausaha yang o r50 200 250 450menerima fasilitasi konsultasi
bisnis

o44 .E8.27 5
7.QDC.0O I

o44.E8.275
7.SCF.OOl

RO:
Jumlah wirausaha
didampinsi Usahanva

yang
Terselenggaranya wirausaha
yang didampingi usahanya
(orang)

o 650 1.OOO 1. 100 1.200

o44.D8.275
7.QDC.003

RO:
Peserta
Kewirausahaan

pemasyarakatan
Pelatihan pemasyarakatan
kewirausahaan (orang) o 0 1.O00 1.100 1.200

ffi
Keglatan:

o44.E'8.445
5.BDC.001

RO:
Wirausaha yang difasilitasi
perluasan akses pembiayaan

Terciptanya wirausaha yang
difasilitasi perluasan akses
pembiayaan alternatif
(oransl

0 0 300 330 360

SK No 003362 C
044.EB.4455.QDC.OO2 . . .
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o

(s) (6)
o44.E.8.445
s.QDC.0O2

RO:
Wirausaha yang ditingkatkan
kapasitas usahanya di bidang
pembiayaan

Terciptanya wirausaha yang
ditingkatkan kapasitas
usahanya di bidang
pembiayaan (orang)

o 300 330 360

Kementerian yang
menyelenggaral<an
urusan
pemerintahan di
bidang
ketenaga-kerjaan

ozs.DL.40
56

KeElatan:

025.DL.405
6.RAJ.OO 1

RO:
Sarana dan prasarana bidang
pelatihan dan produktivitas

Jumlah lembaga pelatihan
kerja dan produktivitas yang
ditingkatkan sarana dan
prasarzrna (lembaga)

63 o 241 241 24r

o25.DL.40
57

Keglatan:
Peningtatan Xapasitas Kelembagaan Penblnsan Pelatthau daa Produktivltas

025.DL.406
o.scH.ool

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi di
unit pelaksana teknis pusat

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan
berbasis kompetensi (orang)

25.904 2r.472 34.O97 34.O97 34.O97

025.DL.406
o.scH.002

RO:
Pelatihan kerjasama pihak ketiga
(PFLK)

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan
berbasis kompetensi (orang)

655 656 6s5 655 655

SK No 003363 C

025.DL.4060.SCH.O03 . . .
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o25.DL.406
o.scH.oo3

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi di
balai iatihan keria komunitas

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

67 .615 43.552 44.624 44.624 44.624

025.DL.406
o.scH.oo4

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
calon pekerja migran Indonesia

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

3.008 t29 4.O48 4.O48 4.O44

025.DL.406
o.scH.006

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
keriasama densan dunia industri

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi f orans)

4.800 1 .649 5.952 5.952 5.952

5.OO8

5.680

025.DL.406
o.scH.ooa

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Jawa Barat

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

6.444 5.776 5.OO8 5.OO8

o25.DL.406
o.scH.o09

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Jawa Tensah

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
komoetensi loransl

4.464 7 .564 5.680 5.680

o25.DL.406
0.scH.o 10

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi D.I. Yoevakarta

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi forans)

2.064 1 .424 r.360 1.360 1.360

025.DL.406
o.scH.ol t

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Jawa Timur

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

10.288 8.399 8.528 8.528 4.528

SK No 003364 C
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1.520 1.840 1.840 1.840

,rIL

(1) 3
Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kom
Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kom

t4) {6)
025.DL.406
0.scH.012

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Aceh

1.520

025.DL.406
o.scH.o 13

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sumatera Utara

1.600 1.600 2.464

1.680

2.464 2.464

o25.DL.406
o.scH.o r4

o25.DL.406
o.scH.o15

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sumatera Barat

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

2.476 2.44O 1.680 1.680

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Proyinsi Riau
RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Jambi

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
komoetensi (orans)

816 752 r.232

1.616

t.424

976

1.232 t.232

025.DL.406
o.scH.o 16

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi forang)

1.o72 1.O72 1 .616 1.616

o25.DL.406
0.scH.017

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sumatera Selatan

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

1.536 1.536 1 .424 t.424

025.DL.406
o.scH.o 1a

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi [,amDuns

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
komoetensi (oransl

672 672 976 976

o25.DL.4060.SCH.019 . . .

SK No 003365 C
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025.DL.406
0.scH.019

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi foransl

800 800 976 976 976

o25.DL.406
0.scH.o20

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Kalimantan Tensah

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (oranql

1. 136

t.952

944 1.888 1.848 1.848

025.DL.406
o.scH.021

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Kalimantan Selatan

Jumlah tenaga ke{a yang
mendapat pelatihan berbasis
komr:etensi (oransl

1.920 1.440 1.440 t.440

025.DL.406
o.scH.022

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

752 688 1.o72 t.o72 t.o72

025.DL.406
o.scH.o23

o25.DL.406
o.scH.o24

025.DL.406
0.scH.025

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sulawesi Utara

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
komoetensi (orans)

640

448

640 864 864 464

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sulawesi Tengah

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
komoetensi forans)

848 t.472 1 .472 t.472

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah tenaga keqja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

2.320 2.32rl 3.520 3.520 3.520

SK No 003366 C
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o25.DL.406
o.scH.o26

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sulawesi Tenqqara

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

752 720 1.200 t.200 t.200

o25.DL.406
0.scH.027

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Maluku
RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Bali
RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Nusa Barat
RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

2aa 2aa 432 432 432

025.DL.406
o.scH.o2a

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orangl

1.552 t.520 1.040 1.040 1.O40

025.DL.406
o.scH.o29

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

1.936 r.904 1.360 1_360 1.360

o25.DL.406
o.scH.o30

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orans)

844 736 r.200

1 056

1.200 t.200

o25.DL.406
o.scH.03l

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Papua

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (oranq)

1 .232 7.232 1.056 1.056

025.DL.406
o.scH.o32

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Bengkulu

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

1.760 7.744 1.O40 1.040 1.040

SK No 003367 C
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o25.DL.406
o.scH.033

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Banten

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi forans)

352

480

608

352 744 744 744

o25.DL.406
o.scH.o34

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Baneka Belituns

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (oranq)

432 480 480 4ao

o25.DL.406
o.scH.035

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Gorontalo

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi foransl

608 992 992 992

o25.DL.406
o.scH.o36

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Kepulauan Riau

Jumlah tenaga kerja yang
mendapa.t pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

256 256 400 400 400

o25.DL.406
o.scH.o37

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Sulawesi Barat

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (oranql

224 224 368 364 368

o25.DL.406
o.scH.038

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Kalirnarrtan Utara

Jumlah tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

624 576 764 76a 764

o25.DL.406
o.scH.o39

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi Maluku Utara

Jumlah tenaga kerja yang
mendapa.t pelatihan berbasis
kompetensi (orang)

80 80 496 496 496

SK No 003368 C
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o25.DL.406
o.scH.o40

RO:
Pelatihan berbasis kompetensi
Provinsi PaDua Barat

Jumlah tenaga keda yang
mendapat pelatihan berbasis
kompetensi (orang)l

240 240 32rJ 32rl 320

025.DL.405
3.PDr.003

RO:
Sertifikasi kompetensi tenaga
keria berkeahlian menensah tinssi

Jumlah tenaga kerja yang
disertifikasi (orang) 212.502 147.759 230.976 230.976 230.976

()26.DIt.2l
7S

Keglatalt:
Kesempat n Kerja

026.DN.2r7
5.QEA.010

RO:
Tenaga kerja mandiri pemula yang
dibina

Jumlah tenaga kerja
mandiri pemula yang dibina
forans)

N/A 34.924 50.ooo 52.OOO 54_OOO

026.DN.661
6.QDC.OO 1

RO:
Fasilitasi dan pembinaan
masyarakat tenaga kerja mandiri
laniutan

Jumlah tenaga kerja
mandiri pemula yang
menjadi tenaga kerja
mandiri laniutan (oransl

N/A 1.800 2.000 3.000 3.OOO

Domain Partisipasi dan Kepemimpinan:
l. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan;
2. Partisipasi Pemuda dalam kegiatan

organisasi; dan
3. Pemuda berpendapat dalam rapat

kemasyarakatan,

Persentase Pemuda berusia
16 (enam belas) sampai
dengan 30 (tiga puluh)
tahun yang mengikuti
kegiatan sosial
kemasyarakatan dalam tiga
bulan terakhir lpersen /%ol

81.36
(20r8) Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat

SK No 003369 C Bentuk . . .
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6.36
(2o 18)

(st t6l
Bentuk Koordinasi:
a. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
b. peningkatan partisipasi Pemuda dalam

pengembangan kepeloporan; dan
c. peningkatan partisipasi Pemuda dalam

pengembangan kepemimpinan.

Persentase Pemuda berusia
16 (enam belas) sampai
dengan 30 (tiga puluh)
tahun yang mengikuti
kegiatan organisasi yang
memiliki keanggotaan,
kepengurusan, dan aturan
tertentu selain di tempat
kerja dan sekolah dalam tiga
bulan terakhir (persen/ %)

6,56 6,69 6,42 6,95

Persentase Pemuda berusia
16 (enam belas) sampai
dengan 30 (tiga puluh)
tahun yang pernah
mengikuti kegiatan
pertemuan (rapat) di
lingkungan sekitar dalam
setahun terakhir dan
memberikan
saran/pendapat da-lam
rapat tersebut (persen/ %)

6.72
(2o r8) 7,06 7 ,27 7,49

SK No 003370 C
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Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di bidang
lingkungan hidup
dan kehutanan

o29.DL.54
43 Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Ge[erasl Llngku"gan
o29.DL.544
3.DCE.001

RO:
Sumber daya manusia
masyarakat yang terlatih dalam
pengelolaan lingkungan hidup
dan kehutanan

RO:
Pembinaan kepedulian
budaya lingkungan hidup

dan

Jumlah sumber daya
manusia masyarakat yang
terlatih dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan
kehutanan (orang)

1.530 1.005 660 4.000 4.O00

o29.DL.544
3.QDB.OO r

Jumlah lembaga yang dibina
perihal kepedulian dan
budaya lingkungan hidup
(lembaga)

0 260 230 960 1.O80

u27.DQ m Kementerian yang
menyelenggarakal
urusan
pemerintahan
di bidang sosial

o27.
274

Keglataa:
Penyelenggaraan Iayanan dan Pendampingan Terpadu

o27.DQ.627
4.BDB.101

RO:
Karang taruna
diberdayakan*

Yang
Jumlah karang taruna yang
diberdayakan (karang
taruna) 100 600 600 600 600

SK No 003371 C
o92.D8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

_48_

gTfJrI{FirfrI\TfrS
ll

BASEI,IIII
l2u}ol

IEr!rIEq-l

wrn 77Vm avA
BIL

PROGRAU/reGIATA!T/RTrICIAIT
:anErimlT-f.]l

(1) 2l (3) I4l ts) t6)
SI,III;I Kementerian yang

menyelenggarakan
urusan
pe merintahan di
bidang Pemuda

o92.DB.3a
13

Kcglaten:
Pemberdayaan Organisasi Kepernudaan dan Peugawasaa KepramuLaan

092.DE}.381
3.QEr.0Or

RO:
Organisasi kepramukaan (kwartir
nasional/satuan karya
pramuka/satuan komunitas)
yang terfasilitasi dalam rangka
pembinaan dan pengembangan

Jumlah organisasi
kepramukaan (kwartir
nasional/satuan karya
pramuka/satuan
komunitas) yang terfasilitasi
dalam rangka pembinaan
dan pengembangan
(organisasi)

17 t7 17 17 17

092.DEt.381
3.QEr.OO2

092.DB.381
3.QDC.0O 1

RO:
Organisasi Kepemudaan yang
terfasilitasi dalam rangka
p€mbinaan dan pengembangan

RO:
Pengelola organisasi Kepemudaan
yang terfasilitasi dalam pelatihan
manajemen organisasi
Kepemudaan

Jumlah organisasi
Kepemudaan yang
tedasilitasi dalam rangka
pembinaan dan
pengembangan (organisasi)

7 7 7 7 7

Jumlah pengelola organisasi
Kepemudaan yang
terfasilitasi dalam pelatihan
manajemen (orang)

2.O00 2.000 2.000 2.OOO 2_OOO

SK No 003372 C
o92.DB.3810 - _ _
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o92.D8.38
1()

Kegie,ten:
Pengembangan Kepenlmplnan dal Kepeloporan Pcmuda
RO:
Pemuda kader yang terfasilitasi
dalam pengembangan
kepemimpinan dal kepeloporan
Pemuda

Jumlah Pemuda kader yang
terfasilitasi dalam
pengembangan
kepemimpinan dan

3.232 3.232 3.232 3.232 3.232

Pemuda

092.DB.381
0.QDC.001

,n
Kegiatan:
Pengembangan Olahraga Relreasl
RO:
Peserta kampanye olahraga
rekreasi, massal, petualangan,
tantangan, dan wisata yang
terfasilitasi

Jumlah peserta kampanye
olahraga rekreasi, massal,
petualangan, tantangan,
dan wisata yang terfasilitasi

20.ooo 20.000 20.000 20.000 20.ooo

o92.DA.342
2.QDC.001

2l
Kegletan:
Pengembangan Olahraga Pendldllau

092.DA.382
r.QDC.002

RO:
Peserta kampanye olahraga
olimpik di sekolah dasar,
menengah, perguruzrn tinggi, dan
pendidikan nonforma-l dan
informal yang terfasilitasi

Jumlah peserta kampanye
olahraga olimpik di sekolah
dasan, menengah,
perguruan tinggi, dan
pendidikan nonformal dan
informal yang terfasilitasi
(oransl

50.ooo 50.ooo 50.000 50.000 50.000

SK No 003373 C o92.D4.3820 . . .
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o92.DA.38
20

KeEiaterr:
Olahraca Tradklonal dan Lavanaa Khusus

o92.DA.342
0.QDC.002

RO:
Peserta kampanye olahraga
tradisional, usia dini, lansia, dan
penyandang disabilitas yang
terfasilitasi

Jumlah peserta kampanye
olahraga tradisional, usia
dini, lansia, dan
penyandang disabilitas yang
terfasilitasi

Jumlah kajian dan
penelitian bersarna tentang
persoalan Pemuda yang
terlaksana dan
dimanfaatkan (kajian)

11.274 11.274

11

11.274 11.274 11.274

B. KAJIAN DAN
PENELITIAN
BERSAMA
TENTANG
PERSOALAN
PEMUDA

Bentuk Koordinasi:
a. penguatan pemberdayaan Pemuda mela,lui

penyelenggaraan penelitian dan
pendampingan kegiatan Kepemudaan
terkait persoalan Pemuda;

b. peningkatan kuantitas dan kualitas
penelitian Pemuda terkait kemiskinan,
kekerasan, perundungan, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan

c. peningkatan kuantitas dan kualitas
penelitian Pemuda terkait persoalan
Pemuda meliputi seks bebas, latman
immunodeficiencg uirus/ acquired
immwtodeficierrcg sgruTrome, pornografi
dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan
manusia, ancaman menurunnya kualitas

10 11 11 11

SK No 003374 C
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moral, konflik sosial, dan perpecahan
bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa
kebanssaan.

tiEf,!7:t Lembaga yang
melaksanakan
tugas
pemerintahan
di bidang
pencegahan,
pemberantasan
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkotika,
dan prekursor
narkotika

066.WA.3
242 Peayelcuggarau Peaelltlal, Data, dan Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penlralahguuaaa dan Peredaran

Ge lap [arLotlLa
066.W4.324
2.E,AJ.967

o92.DB.3a
L2

RO:
l,ayanan data dan informasi

Jumalah layanan data dan
informasi (layanan)

1 I 1 1 I

u Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di bidang Pemuda

Kegletan:
Pengembangan Kemltraan dan Penghargaan Pemuda

092.DB.381
2.PEA.OO1

RO:
Kementerian/ lembaga/ provinsi
yang bekerja sama dalam
kemitraan Kepemudaan

Jumlah koordinasi
Kepemudaan dengan
lembaga lintas sektoral,
Pemerintah Daerah, dan
luar neseri

9 9 9 9 9

010.cM . . .SK No 003375 C
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rirnf,.Irt Kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
dalam negeri

olo.cu.6
139

Kegiatan:
Pemblaaan Peayelenggaraan dan Pembangulan Urusan Peneriutahan Daerah

010.cM.613
9.UBA.O27

RO:
Daerah yang menerapkan rencana
aksi pada penyelenggaraan
pelayanan Kepemudaan

Jumlah daerah yang
menerapkan rencana aksi
pada penyelenggaraan
pelayanan Kepemudaan
(provinsi/ kabupaten/ kota)

0 18 24

8,05

30 34

C. KEGIATAN
MENGATASI
DEKADENSI
MORAL,
PENGANGGURAN,
KEMISKINAN, DAN
KEKERASAN,
SERTA
NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF
I.AINNYA

Domain Kesehatan dan Kesejahteraan:
1. Angka kesakitan Pemuda;
2. Pemuda korban kejahatan;
3. Pemuda merokok; dan
4. Remaja perempuan sedang hamil.

Bentuk Koordinasi:
a. peningkatan pelindungan Pemuda

terhadap pornograli dan pornoatsi,
perilaku seks bebas, prostitusi, human
immunodeficiencg uirus/ acquired
immunodeficiencE sgndrome, dan
perdagangan manusia;

Proporsi Pemuda trerusia 16
(enam belas) sampai dengan
30 (tiga puluh) tahun yang
mengalami masalah
kesehatan sehingga
mengganggu
kegiatan/aktivitas sehari-
hari selama
satu bulan terakhir dalam
kelompok usia 16 (enam
belas) sampai dengan 30
(tiga puluh) tahun
(persen/7o)

8,58 8,15 7 ,95 7,A5

SK No 003376 C b. peningkatan
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b. peningkatan pelindungan Pemuda
terhadap ancaman penurunan kualitas
moral dan konflik sosial;

c. peningkatan pelindungan Pemuda
terhadap ancaman pengangguran dan
kemiskinan;

d. peningkatan pelindungan Pemuda
terhadap perilaku kekerasan baik fisik
maupun mental.

e. peningkatan pelindungan Pemuda
terhadap penyalahgunaan narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. peningkatan pelindungan Pemuda
terhadap hal yang bertentangan dengan
ideologi Pancasila, pencegahan
diskriminasi suku, agama, ras, gender dan
antar golongan untuk menjaga persatuan
kesatuan bangsa.

g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila
sejat dini melalui internalisasi nilai-nilai
Pancasila kepada generasi muda; dan

h. pelindungan Pemuda terkait dampak
negatif perkembangan teknologi informasi.

Proporsi Pemuda berusia 16
(enam belas) sampai dengan
30 (tiga puluh) tahun yang
menjadi korban tindak
kejahatan dalam setahun
terakhir dalam kelompok
usia 16 (enam belas) sampai
dengan 30 (tiga puluh)
tahun (persen/%o)

7,t4 1,31 I 34 r,37 1,39

Persentase Pemuda berusia
16 (enam belas) sampai
dengan 30 (tiga puluh)
tahun yang pernah merokok
dalam sebulan terakhir
dalam kelompok usia 16
(enam belas) sampai dengan
30 (tiga puluh) tahun
(persen/%)

25,7 25,63 25,44 25,33 25,t7

Persentase remaja
perempuan berusia 15 (lima
belas) sampai dengan l8
(delapan belas) tahun yang
sedans hamil dalam

74,22 t7 ,47 t7 ,44 t7 ,4 17 ,37

kelompok . - .SK No 003377 C
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kelompok perempuan
pernah kawin berusia 15
(lima belas) sampai dengan
18 (delapan belas) tahun
(persen/%)

L22-AE kmbaga yang
melaksanakan
tugas
pemerintahan di
bidang pembinaan
ideologi Pancasila

L22.4tt.43
63

Kegiatan:
Peuyelerggaraan Boslalisasi, Komunlkasi, dan Pengenbangan Jariagau Ideologi Pancasila

722.4H.436
3.QMB.001

RO:
l,ayanan sosialisasi kepada
kementerian / lembaga/ daerah

Jumlah dokumen sosialisasi
kepada kementerian/
lembaga/daerah (layanan) 1 4 4 4 4

122.AIJ-43
66

Keglatan:
Penyusunan dan Pelaksanaan Advokasl Pemblnaau Ideologl Pancasila

t22.AIl.436
6.4E}D.002

RO:
Rekomendasi pendampingan
pembinaan ideologi Pancasila

Jumlah rekomendasi
pendampingan (rekomendasi
kebijakan) 1 1 1 1 I

SK No 003378 C
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L22-Att.43
70

Kcglatan:
Pelaksanaan Standardisasi Materl, Bahan AJar, dan Uetode
Ideologl Pancaslla

t22.A}{.43
70.AFA.O0
2

RO:
NSPK materi, bahan ajar, dan
metode pembela,jaran nonformal
pembinaan ideologi Pancasila

NSPK materi, bahan ajar,
dan metode pembela-jaran
nonformal pembinaan
ideologi Pancasila
(dokumen)

I 1 1 1 1

lembaga yang
melaksanakan
tugas
pemerintahan di
bidang
pencegahan,
pemberantasan
penyalahgunaan
dan peredaran
gelap narkotika,
dan prekursor
narkotika

066.8L.59
36

Kcgiatan:
Pengelolaan Informasi dan Edukasi

066.BL.593
6.QDC.001

RO:
Pembentukan remaja
sebaya anti narkotika

teman

RO:
SMP dan SMA/sederajat yang
memperoleh pengembangan so;ft
sftill

Remaja teman sebaya anti
narkotika yang terbentuk
(orang)

0

0

1730 t730 1730 1730

066.BL.593
6.QDB.0O I

Jumlah SMP dan
SMA/sederajat yang
memperoleh pengembangan
sof skill (sekolah)

34 34 34 34

o66.8L.3247 . . .

SK No 003379 C
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47
Kegiatan:
Penyelenggaraan Advokasi

066.BL.324
7.UBB.OO 1

RO:
Advokasi program ketahanan
keluarga berbasis sumber daya
desa

Jumlah desa yang di
advokasi program
ketahanan keluarga
berbasis sumber daya desa
(desa)

Jumlah keluarga penerima
program ketahanan
keluarga anti narkotika
(keluarga)

0 346 588 414 4t4

066.BL.324
7.QDE.OO2

RO:
Pendampingan program
ketahanan keluarga anti
narkotika

0 1.039 1.040 865 865

113.8A kmbaga
yang
melaksanakan
tugas
pemerintahan
di bidang
penanggulangan
terorisme

11
96 Penanggulangar Tcrorlst[e Bldang Pencegahan
113.84.509
6.QHB.001

RO:
Kegiatan kontra radikalisasi

Jumlah operasi kontra
radikalisasi (operasi)

Terlaksananya forum
koordinasi pencegahan
terorisme (forum)

4a 56

32

56 56 56

113.84.509
6.PEB.001

RO:
Forum koordinasi pencegahan
terorisme 32 35 35 35

SK No 003380 C
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Kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemedntahan
di bidang
kesehatan

o2+.DO-2
061

Kcgiatan:
Pencegahau dau Penlendallan Penyaklt Tldat

o24.DO.206
l.PEF.OO2

RO:
Sosialisasi pencegahan dan
pengendalian penyakit diabetes
melitus dan gzrngguan metabolik

Jumlah sosialisasi
pencegahan dan
pengendalian penyakit
diabetes melitus dan
sanqguan metabolik (orans)

o 1.005 4.050 4.050 4.O50

o24.DO.206
1.PEF.OO5

RO:
Sosialisasi pencegahan dan
pengendalian gangguan indera
dan fungsional

Jumlah
pencegahan
pengendalian
indera dan
(orans)

sosialisasi
dan

gangguan
fungsional

0 518 2.000 2.000 2.O00

o24.DO.206
I .PEF.OO6

RO:
Sosialisasi pelaksanaan layanan
kawasan tanpa rokok

Jumlah orang yang
mendapatkan sosialisasi
pelaksanaan kawasan tanpa
rokok (orans)

0 938 1. 150 1.150 1.150

o24.DO.5
437 Magalah Kesehatalr Jira dar l[arkotlka. daa Zat Adilrtif lainnva
024.DO.583
7.QAA.OO4

RO:
Pelayanan
penyalahguna
psikotropika,
lainnva

kesehatan
narkotika,

dan ?at adiktif

Penyalahguna narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif
lainnya yang mendapatkan
rehabilitasi medis (orang)

9.O00 10.oo0 10.500 11.OOO I1.500

SK No 003381 C
o24.DO.2060 . . .
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o24.DO.2
o60

Kcglatarl
Pencegahan dan Pengendallar Petryakit Menular Langsung

o24.DO.206
o.PEF.OO 1

RO:
Sosialisasi pencegahan dan
pengendalian penyakit latman
immunodeficien cg uirus/ aqtired
immune deficiencg sgn drome.

Jumlah orang yang
mendapatkan sosialisasi
pencegahan dan
pengendalian penyakit
luman immunod.eficiencg
uirus/ acquired immune
defi ciencg sy ndrome. (orang)

o 600 2.250 2.250 2.250

o24.DO.206
o_PEF.OO2

RO:
Sosialisasi pencegahan dan
pengendalian penyakit infeksi
menular seksual

Jumlah orang yang
mendapatkan sosialisasi
pencegahan dan
pengendalian penyakit
infeksi menular seksual
(orang)

0 250 130 130 130

o24.DO.206
o.PEF.031

RO:
Sosialisasi pencegahan
pengendalian tuberkulosis

dan
Jumlah orang yang
mendapatkan sosialisasi
pencegahan dan
pengendalian penyakit
tuberkulosis (orang)

0 t.267 1.OOO 1.OOO 1.000

SK No 003385 C o59.GB . . .
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PEIAIII'AATAIT TEIIJTOL(rcI II{IIORUASI DAX KOIUI{IXASI ITIKIo Kementerian yang
menyelenggarakan
untsan
pemerintahan
di bidang
komunikasi dan
informatika

o59.GB.44
96

Keglatan:
Pengenbangan Llterasl Dtgital bagi Masyantat

o59.G8.449
6.QDC.004

RO:
Literasi digital*

Jumlah masyarakat yang
mendapatkan literasi di
bidans disital loranel

2t3.143 12.444.750 5.500.ooo 12.44a.7 50 12.444.750

o59.G8.45
02

Keglatan:
Pengendallan Kouten dan Aplitasl Informatlla

o59.GB.450
2.QrA.0O1

RO:
Penanganan dan penanggulangan
konten nesatil*

Total konten internet yang
bisa ditangani per tahun
(konten nesatifl

50.ooo 150.000 175.000 210.O00 250.OOO

o47.rrE o Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di bidang
pemberdayaan
perempuan dan
tugas
pemerintahan
di bidang
perlindungan anak

o47.rtE,.28
o9 Pemenuhan Hak Auak atas Pengasuhan dan Llngkungan
o47.DE.2aO
9.UBA.OO 1

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi dalam
pelaksanakan kebijakan
pemenuhan hak anak atas
pengasuhan dan lingkungan*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi dalam
pelaksanaan kebljakan
pemenuhan hak anak atas
pengasuhan dan lingkungan
(daerah)

2l 25 2a 31 34

SK No 003386 C o47.D8.2797 . . .
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Kcglatar:
Perllndungan IIat PcreEpuaD rlalam Rumah Targga dau RertaE

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
kekerasan dalam rumah tangga di
ruang pubtk, situasi darurat dan
kondisi khusus*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak
perempuan dari kekerasan
dalam rumah tangga di
ruang publik, situasi
darurat, dan kondisi khusus
(daerah provinsi)

10 t7 20 27 34

2797.UBA.O
o1

2797.QMB.
001

RO:
Komunikasi, informasi dan
edukasi perlindungan hak
perempuan dari kekerasan dalam
rumah tangga, kekerasan di ruang
publik, dan situasi darurat dan
kondisi khusus*

Jumlah Pelaksanaan
komunikasi, informasi dan
edukasi perlindungan hak
perempuan dari kekerasan
dalam rumah tangga,
kekerasan di ruang publik,
dan situasi darurat dan
kondisi khusus (layanan)

5 2 2 2

SK No 003387 C o47.DE.2800 . .
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o47.DE.2A
oo

Kegiatan:
Perllndungan Hak PcrcnDuar PekerJa dau Tindak Pidana Perdegangan Orang

o47.DD.2aO
o.uBA.001

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
tindak pidana perdagangan
orang*

Jumlal daerah yang
diberikan bimbingan telcris
dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak
perempuan dari tindak
pidana perdagangzrn orang
(daerah orovinsi)

15 20 17 32 34

o47.DE.2AO
o.uBA.002

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan
pekerja*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak
perempuan dari tindak
pidana perdagangan orang
(daerah provinsi)

15 20 10 32 34

o47 .DE.2AO
0.QM8.001

RO:
Komunikasi, informasi,
edukasi perlindungan
perempuan

dan
hak

dalam

Jumlah pelaksanaan
komunikasi, informasi, dan
edukasi kebijakan
perlindungan hak
peremDuan dalam

4 7 4 4 4

SK No 003388 C
ketenagakerjaaan
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ketenagakerjaan dan dari tindak
pidana perdagangan orang*

ketenagakerjaan dan dari
tindak pidana perdagangan

o27.DQ

o27.DQ.6
277

W Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
di bidang sosial

Keglatar:
Pelayanan

o27.DQ.627
7.Q44.101

RO:
Korban penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, daIr zat
adiktif lainnya yang mendapatkan
asistensi rehabilitasi sosial*

Jumlah korban
penyalahgunaan napza y ar:g
mendapatkan asistensi
rehabilitasi sosial (orang)

20.000 20.000 2 1.OO0 21.000 21.000

9,3 r

Domain Gender dan Diskriminasi:
1. perkawinan usia anak;
2. Pemuda perempuan sedang sekolah

menengah dan perguruan tinggi; dan
3. Pemuda perempuan bekerja di sektor

formal.
Bentuk Koordinasi:
a. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap

pornografr dan pornoaksi, perilaku seks
bebas, prostitusi, latman immunodeficiencg
virus/ acquired immtnodeficiencg sgndtome,
dan perdagangan manusia;

Persentase Pemuda
perempuan berusia 2O (dua
puluh) sampai dengan 24
(dua puluh empat) tahun
yang saat perkawinan
pertamanya berusia di
bawah 18 (delapan belas)
tahun di antara seluruh
perempuan berusia 20 (dua
puluh) sampai dengan 24
(dua puluh empat) tahun
[persen/%o).

10,35 10,18 9,89 9,6

SK No 003389 C b- peningkatan . . .
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b. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap

ancaman penurunan kualitas moral dan
konflik sosial;

c- peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
ancaman pengangguran dan kemiskinan;

d. peningkatan pelindungan Pemuda terhadap
perilaku kekerasal baik fisik maupun mental;

e. peningkatan pelindungal Pemuda terhadap
penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya;

f. peningkatal pelindungan Pemuda terhadap
hal yang bertentangan dengan ideologi
Pancasila, pencega-han diskriminasi suku,
agama, ras, gender dan antar golongan untuk
menjaga persatuan kesatuan bangsa; dan

g. peningkatan pembinaan ideologi Paacasila
sejak dini melalu internalisasi nilai-nilai
Palcasila keoada senerasi muda.

Persentase Pemuda
perempuan berusia 16
(enam belas) sampai dengan
24 (dua puluh empat) tahun
yang sedang bersekolah di
jenjang SMA/ sederajat atau
lebih tineei (persen /7o).

39,37 40,22 40,73 4t,25 47

Persentase Pemuda
perempuan berusia 16
(enam belas) sampai dengan
3O (tiga puluh) tahun yang
beke{a di sektor formal
(persen/%).

22,3t 24,71 24 98 25,25 25,52

PROGRAI PEIBATGUITAIC IGLIIARGA, IITPEtrDI'DI'trAIT, DAIT XEI,UARGA BEREIOIITA kmbaga
yang
melaksanakan
tugas
pemerintahan di
bidang
pengendalian
penduduk dan

(,6a.rI,.33
19

Keglata!:
Pembl'.aan Ketahalar Remaia

068.DJ.331
9.UBA.O02

RO:
Provinsi yang mendapatkan
pembinaan pelembagaan genre

Jumlah provinsi yang
mendapatkan pembinaan
pelembagaan genre dalam
rangka pembentukan
karakter remaia {r:rovinsil

34 34 34 34 34

SK No 003390 C
068.DJ.3331 ...
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o6a.rxr.33
31 Pelgelolaan Program Pembangunaa Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Pervakllan Badaa

KependuduLan dan Keluarga Berencana Provlnsl

penyelenggaraan
keluarga
berencana

068.DJ.333
1.QDD.001

RO:
Pusat Informasi Konseling Remaja
dan Bina Keluarga Remaja yang
mendapat fasilitasi dan
pembinaan edukasi kesehatan
reproduksi dan gizi bagi remaja
putri sebagai calon ibu

Jumlah Pusat Informasi
Konseling Remaja dan Bina
Keluarga Remaja yang
mendapat fasilitasi
pembinaan edukasi
kesehatan reproduksi dan
Ed bag, remaja putri
sebagai calon ibu (kelompok
masyarakat)

29.327 29.620 31. 10 I 32.656 34.249

o47.DE llgirr,ITIi/;llIrL?Lr;ITi Kementerian yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang
pemberdayaan
perempuan dan
tugas
pemerintahan di
bidang
perlindungan anak

o47.DE,28 Keglatan:
Pemenuhan Hak Aaat atas Pengasuhan dan Lingkungan

o47.DE.280
9.UBA.OO1

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi dalam
pelaksanakan kebijakan
pemenuhan hak anak atas
pengasuhan dan lingkungan*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi dalam
pelaksanaan kebljakan
pemenuhan hak anak atas
pengasuhan dan lingkungan
(daerah)

2l 25 2a 31 34

o47.DE..2797 . . .SK No 003391 C
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o47.DE,.27
97

Xegiatan:
Perllndungan IIak PcreEpua! Dalam Rumah Tangga datr Rentan

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
kekerasan dalam rumah tangga di
ruang publik, situasi darurat dan
kondisi khusus*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak
perempuan dari kekerasan
dalam rumah tangga di
ruang publik, situasi
darurat dan kondisi khusus
(daerah provinsi)

10 17 20 27 34

2797.UBA.O
o1

2797.QMB.O
01

RO:
Komunikasi, informasi dan edukasi
perlindungan hak perempuan dari
kekerasan dalam rumah tangga,
kekerasan di ruang publik, dan
situasi darurat dan kondisi khusus*

Jumlah pelaksanaan
komunikasi, informasi dan
edukasi perlindungan hak
perempuan dari kekerasan
dalam rumah tangga,
kekerasan di ruang publik,
dan situasi darurat dan
kondisi khusus (layanan)

N/A 5 2 2 2

SK No 003392 C o47.DE.2aOO...
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M7.DE.2A
oo

Kegirtrn:
Pcrllndunga! HaL PereEpuar Pekcrja dan Tlndah Pldatra Perdagangan OreDg

o47.DE.280
o.uBA.o01

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan dari
tindak pidana perdagangan
orang*

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan
pekerja*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi tentang
pelalsanaan kebijakan
perlindungan hak
perempuan dari tindak
pidana perdagangan orang
(daerah provinsi)

15

15

20 t7 32 34

o47.DD.2aO
o.uBA.oo2

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak
perempuan dari tindak
pidana perdagangan orang
(daerah provinsi)

20 lo

4

32 34

o47.DE.2aO
o.QMB.OO 1

RO:
Komunikasi, informasi
edukasi perlindungan
perrempuan

dan
hak

dalam

Jumlah pelaksanaan
komunikasi, informasi, dan
edukasi kebijakan
perlindungan hak
Derempuan dalam

4 7 4 4

SK No 003393 C
ketenagakerjaan
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(1) (21 (3) I4l (5) t6l
ketenagakerj aan dan dari tindak
pidana perdagangan orang*

ketenagakerjaan dan dari
tindak pidana perdagangan
orang (layanan)

M7.D8.27
94

KeEiatan:
PengaruButanaar Gender Bldang Sosial dan Budaya

o47.D8.279
4.UBA.OO 1

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pelaksanaan kebijakan
pengarusutarnaan gender bidang
sosial dan budaya*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi tentang
pelaksanaan kebljakan
pengarustamaan gender
(daerah provinsi)

8 19 9 9 I

o47 .DE.279
4.UBA.OO3

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi dalam
penumnan angka kematian ibu
dan pemberdayaan perempuan
tingkat desa bidang pendidikan*

Jumlah daerah yang
diberikan bimbingan teknis
dan supervisi dalam
penumnan angka kematian
ibu dan pemberdayaan
perempuan tingkat desa
bidang pendidikan (daerah
provinsi)

N/A N/A 4 4 4

SK No 003394 C
o47.DE.2795...
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o47.DE,.27
95

Kegletanl

o47 .DE.279
5.UBA.O01

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supereisi tentang
pelaksanaan kebiiakan
pengarusutamaan gender di
bidang ekonomi*

Jumlah daerah yang
diberikal bimbingan teknis
dan supervisi dalam
pelaksanaan kebijakan
pengarusutamaan gender di
bidang ekonomi (daerah
provinsi)

4 5 5 5 5

o47.DE.279
5.UBA.002

RO:
Daerah yang diberikan bimbingan
teknis dan supervisi tentang
pemberdayaan ekonomi bagr
perempuan rentan*

RO:
Sumber daya manusia
pendamping program
pemberdayaan ekonomi yang
dilatih tentang kesetaraan gender
dan perlindungan anak*

Jumlah sumber daya
manusia pendamping
program pemberdayaan
ekonomi yang dilatih
tentang kesetaraan gender
dan perlindungan anak
[daerah orovinsi]

N/A 5

1.500

15

2.500

15 15

o47.DE..279
5.SCJ.OOl

Jumlah sumber daya
manusia pendamping
program pemberdayaan
ekonomi yang dilatih
tentang kesetaraan gender
dan perlindungan ana-k
(oransl

o 2.000 2.000

SK No 003395 C

o47.DD.5920 . . .
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o47.DE.59
20

Kcglatan:
Penlngkatan Partisipasi Organisasl Keaga.maau dan Keaasyarakatan

o47.DD.592
o.BDB.001

RO:
Organisasi keagamaan dan
kemasyarakatan yang difasilitasi
dalam pelaksanaan kebijakan
kesetaraan gender, perlindungan
hak perempuan, dan
perlindungan anak*

Jumlah organisasi
kemasyarakatan dan
keagamaan yang difasilitasi
dalam pelaksanaan
kebijakan kesetaraan
gender, perlindungan hak
perempua.n, dan
perlindungan anak
(organisasi)

o 156 35 40 50

o47.DE.59
18

Keglatan:
Peningkatan Partlslpasl LeDbaga Profesl datl Dunla Usaha

o47.DE.591
8.QDB.001

RO:
Lembaga profesi dan dunia usaha
yang difasilitasi dalam penguatan
kebijakan kesetaraan gender,
perlindungan hak perempuan,
dan perlindungan anak*

Jumlah lembaga profesi,
dunia usaha, dan media
yang melakukan sinergi
dalam program
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan ana-k
(lembaga)

o 151 172 216 270

SK No 003396 C
092.DB . . .
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'092.D8.381 RO:
7. ?DC_0O3 Pemuda kader yang terfasilitasi

dalam peningkatan wawasan
kebangsaan dan anti faham

o92
t7

radikalisme

l 'l arget tidak sr-penuhnya menyasar ke Pemuda, namun diharapkan tersedia data terpilah berdasarkan usia

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

K INDONESIA
undangan dan

Hukum,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

ttd

C

o

If.rf.Ifi UL

(6)3

Kcglitar:
PedEgta - -- Wevasan Pcnuda

yang
dalam
w_aszrn
faham

Jumlah Pemuda kader
terfasilitasi

3.400 3.400 3.400 3.400 3.400

Kementerian
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di
bidang Pemuda

SK No
vanna Djaman


